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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dampak yang dirasakan dari pertumbuhan penduduk dan

kegiatan pembangunan di wilayah perkotaan adalah timbulnya masalah

pertanahan. Masalah pertanahan timbul karena ketidakseimbangan antara

perkembangan kota dengan ketersediaan tanah yang luasnya relatif tetap

dewasa ini telah menjadikan masalah pokok dari kota pada umumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka masalah pemilikan tanah

perkotaan merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas.

Secara morfologi, kota merupakan suatu daerah yang tertentu dengan

karakteristik penggunaan tanah yang non agraris, yaitu sebagian besar

tertutup oleh bangunan, baik yang bersifat hunian maupun tidak bersifat

hunian seperti pemukiman, gedung-gedung kantor, rumah sakit, sekolah,

taman, pasar, alun-alun, jalan dan sebagainya.

Dengan segala fasilitas yang dimilikinya, kota berfungsi sebagai pusat

kegiatan manusia, sehingga kota selalu mengalami perkembangan dari waktu

ke waktu, sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan fungsi-fungsi

perkotaan. Karena manusia itu sendiri berkembang baik kualitas maupun

kuantitas. Perkembangan kota dipengaruhi oleh dua hal yang utama, yaitu:



1. Faktor Penduduk.

Dari hasil sensus yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa

jumlah penduduk Indonesia yangada di kota terus meningakat, pada tahun

1961 15% penduduk Indonesia berada di kota, tahun 1971 meningkat

menjadi 17,20% tahun 1980 meningkat lagi 22%. Diduga pada tahun 2001

nanti sepertiga dari seluruh penduduk Indonesia akan bertempat tinggal di

kota, baik kota beasr maupun kota kecil ( Daldjoeni, 1987 : 96 ).

Fasilitas perkotaan yang ada disuatu kota merupakan salah satu

faktor penank bagi masyarakat sekitar kota untuk bertempat tinggal di

kota. Beberapa fasilitas perkotaan \ang mendorong pendatang baru di

kota antara lain adalah :

a. Peningkatan kegiatan pelayanan.

Berbagai jenis jasa tumbuh di daerah perkotaan seperti perdagangan,

perkantoran, indusrti, pertokoan dan sebagainya.

b. Kemajuan Transportasi dan Komunikasi

Dengan kemajuan transportasi dan komunikasi, akan mendorong

mobilitas penduduk, khususnya dari desake kota-kota didekatnya.

c. Tarikan Sosial dan Kultural

Di Kota banyak hal yang menarik seperti bioskop, museum, dan tempat

rekreasi

d. Kemajuan Pendidikan.



siaran radio dan televisi makin menyadarkan masyarakat desa akan

pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk sukses dalam usaha.

c. Pertumbuhan Penduduk Alami.

Disamping penduduk kota bertambah oleh masuknya para urbanik,

angka kelahiran di kota lebih tinggi dibandingkan pedesaan, ini akibat

kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. (Daldjoeni, 1987:93)

2. Aspek-Aspek Perkembangan Kota.

Aspek-aspek kependudukan seperti kondisi politik, sosial,

ekonomi, budaya dan teknologi juga mengalami perkembangan dari waktu

ke waktu. Kuantitas dan kualitas kegiatannya selalu meningkat sejalan

dengan bertambahnya penduduk dan perubahan nilai-nilai. (Hadi Saban

Yunus, 1987 : 13).

Meningkatnya kajian dari berbagai kota-kota lain dan aspek-aspek
perkembangan kota tersebut tentu diikuti pula dengan meningkatnya
kebutuhan akan tanah, karena setiap manusia memerlukan tanah sebagai

tempat tinggal dan tempat melakukan segala kegiatannya.

Dalam kehidupan sehari-han tiap orang umumnya mempunyai

hubungan dengan tanah karena mempunyai nilai sosial-ekonomi. Tanah
diperlukan sebagai tempat berdirinya prasarana guna melaksanakan
berbagai kegiatan sosial dan ekonomi tersebut. (Johan T. Jayadinata,

1992:15)



Setiap pembangunan mutlak memerlukan tanah. Oleh karena itu

kebutuhan akan tanah terus meningkat sementara jumlah luas tanah yang

tersedia relatif tetap, keadaan ini menjadikan nilai ekonomi tanah semakin

tinggi, tanah semakin menjadi barang yang berharga bagi masyarakat. Hal

tersebut tentu akan mendorong pemilik tanah tersebut untuk melindungi

tanahnya dari gangguan pihak lain seperti penguasaan suatu bidang tanah

oleh orang yang tidak berhak atau tidak memenuhi syarat, perebutan suatu

bidang tanah milik seseorang oleh orang lain yang tidak berhak atas tanah

tersebut dan tanyak hal buruk lainnya yang mungkin saja terjadi.

Untuk menghindan hal-hal semacam itu pemilik tanah memerlukan

adanya suatu kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya, yaitu kepastian

bahwa orang yang bersangkutan sebagai pemilik atas suatu bidang tanah

tertentu dengan suatu jenis hak tertentu. Jaminan kepastian hukum

tersebut bisa didapatkan jika pemilik tanah mempunyai sertipikat Hak Atas

Tanah yang dimilikinya karena sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian

yaug kuat. Kuat dalam hal ini berarti selama tidak ada alat bukti lain yang

membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada dalam

sertipikat hams dianggap benar.

Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan dasar Pokok-

Pokok Agraria atau dikenal dengan singkatan Undang-Undang Pokok

Agraria (UUPA), ditentukan macam Hak Atas Tanah yang dapat di



yaitu Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang

atas tanah. (pasal 21 ayat (1) UUPA) Hak milik atas tanah harus

didaftarkan di kantor pertanahan/kotamadya setempat untuk mendapatkan

sertipikat hak atas tanah. (Pasal 23 UUPA)

Jaminan kepastian hukum atas suatu bidang tanah diatur dalam

UUPA dan peraturan pelaksanaannya, yaitu dengan mewajibkan kepada

pemilik tanah untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya di kantor

pertanahan setempat, sehingga bisa mendapatkan sertipikat yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat agar dapat terjamin kepastian

hukumnya.

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak

pengelolaan, tanah wakaf hak milik atas satuan rumah susun dan hak

tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang

bersangkutan.

Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi

berkaitan dengan perkembangan kota di Kecamatan Unaaha maka

ditempuh suatu kebijaksanaan yang dapat memenuhi kebutuhan tanah di

daerah perkotaan dan sekaligus sebagai upaya penataan kota agar

memenuhi Asas, Aman, Tertib, Lestari dan Sehat (ATLAS) yaitu dengan

melaksanakan pembangunan kawasan kota baru, dimana kebijaksanaan ini



pembangunan Kota baru yaitu kawasan Kecamatan Unaaha, karena

Kecamatan Unaaha merupakan salah satu pusat pemenntahan dan Ibukota

Kabupaten.

Sebagaimana kita ketahui bahwa semua kegiatan pembangunan

ditujukan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat, namun disamping

dampak positif dan pembangunan yang d.laksanakan berupa penmgkatan

kesejahtraan masyarakat. ada juga dampak negatif sebagai konsekuensi

logis dan pembangunan yang kadang-kadang kita sadan. Salah satu

konsekuensi dari pelaksanaan pembagunan kawasan perkembangan kota di

Kecamatan Unaaha adalah terjadinya perkembangan tanah non agraris

sertaberpengaruhjugaterhadappenerbitan sertipikat dan tahun 1995/1996

-1999/2000.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya sertipikat maka

penulis tertarik untuk mengambil judul "PENGARUH

PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PENINGKATAN

PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI KECAMATAN UNAAHA

KABUPATEN KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA".

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dengan semakin padatnya penduduk di kota dan meningkatnya

kegiatan pembangunan menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan tanah



tanah tentunya mendorong pemilik tanah untuk melindungi tanahnya dan

gangguan pihak lain, sehingga diperlukan adanya suatu kepastian hukum atas

tanah yang dapat diperoleh bila tanah yang bersangkutan memiliki sertipikat

hak atas tanah, berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumus masalah penelitian

sebagai berikut : Apakah perkembangan kota berpengaruh terhadap

peningkatan pensertipikatan tanah milik di Kecamatan Unaaha

Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah perkembangan kota berpengaruh terhadap

peningkatan pensertipikatan tanah milik di Kecamatan Unaaha Kabupaten

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini kiranya dapat dipergunakan

sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijaksanaan nertanahan

dalam mengantisipasi permasalahan pertanahan yang timbul akibat

perkembangan kota dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam

kajian ilmu pertanahan

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan

bagi instansi Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan



c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan

kepada pemerintah Daerah Kabupaten Kendari dalam mengambil

kebijaksanaan mengenai pengaturan penggunaan tanah di Kecamatan

Unaaha Kabupaten Kendari.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Unaaha

Kabupaten Kendari dapat diketahui bahwa:

Perkembangan jumlah luas tanah non agrans berpengaruh terhadap

peningkatan pensertifikatan tanah milik di Kecamatan Unaaha. Hal ini dapat
dilihat dan hasil penelitian dengan menggunakan rumus korelasi product

moment dapat diketahui korelasi antara vanabel jumlah luas penggunaan

tanah non agraris (X) dan variabel jumlah sertifikat (Y) atau n.la. rx, adalah

sebesar 0,559. Sedangkan dari r (lampiran 2) untuk n = 14 dan taraf

signifikansi 95% adalah sebesar 0,532. Sehingga dapat dilihat bahwa r„ lebih

besar dan harga kntis r (0,559 lebih besar dan 0,532). Ini berarti bahwa Hk

diterima yakni terdapat hubungan positif antara variabel jumlah luas

penggunaan tanah non agrans (X) dan vanabel jumlah sertifikat (Y).

Sehingga dapat dikatakan bahwa 0,559 adalah pengaru X terhadap Y

sehingga dapat dikatakan perkembangan jumlah luas penggunaan tanah non

agrans berpengaruh terhadap pensertifikatan tanah milik di Kecamatan

Unaaha Kabupaten Kendari.
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B. Saran - saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari perlu meningkatkan pelayanan

serta menciptakan prosedur yang efektif dan ef.sien agar memudahkan

masyarakat dalam mengurus sertipikat Hak Atas Tanah.

2. Perlu ditingkatkan pelayanan dan bantuan aparat pertanahan agar

sertipikat dapat di terbitkan tepat pada waktunya.

3. Tanah merupakan sumber daya yang luasnya realtif tetap, sedangkan

penduduk dan kegiatan pembangunan yang senantiasa memerlukan tanah
t,rU, oertambah.Maka perlu diupayakan dalam pemanfaatannya tidak

terjad. tumpang tmd.h dengan Rencana Tata Ruang Kota yang ditetapkan.
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